
BUPATI KA

PROVINSI AN TENGAH

PERATURAN BU ,TI KATTNGAN
NOMOR 5T

TENT

'Iahus ?ii'7

NG

PEMBENTUKAN UNIT LAY

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT

PENGADAAN BARANG/JASA
ENTNTAH KABUPATEN KATINGAN

YANG MAHA ESA

BUPATI NGAN,

Menirnbang i a.. bahwa ketentuan Pasal L4 aYat (1)

Nomor 54 Tahun 20rc tentang
/Jasa Pemerintah sebagaimana
ln Peraturan Presiden Nomor 4
tang Perubahan KeemPat Atas

Barang/Jasa Pernerintah di
tah Kabupaten Katingan perlu

Timur di Provinsi Kalimantan
Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara
Nomor a 180);

antara Pemerintah Pusat dan

Mengingat

Peraturan
Pengadaan
telah diubah d
Tahun 2OL5

Layanan Pe
Lingkungan

Perimbangan
Pemerintah

Peraturan
Pengadaan

Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang
Jasa Pemerintah diwajibkan

mempunyai Unit Layanan Pengadaan Yang daPat
memberikan
Pengadaan

/Pembinaan di bidang
Jasa dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri 99 Tahun 2AL4 Tentang
Pcmbcntukan Uni; Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Li Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Peraturan Bupati Katingan
Nomor 69 tahun 2OL6 Tentang Pembentukan Unit

: 1.

dilakukan peru
b. bahwa pertimbangan sebagaimana

a diatas, perlu menetapkandimaksud pada lruruf
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit
Layanan Barang/Jasa Pemerintah Di

Katingan;Lingkungan

Undang-Undang
Pembentukan

omor 5 Tahun 2OO2 tentang
ten Katingan, Kabupaten

Serrryan,
Lamandau,

.ten Sukamara, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau,
Kabupaten Bari

paten Murung Raya dan

Tengah
2OA2 Nomor
Republik

Undang-Undang omor 33 Tahun 2OO4 tentang

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah 2OO4 Nomor L26, Tambahan

2.

Lembaran Negara ik Indonesia Nomor 4438);

i<
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3. Undang-Undang .t,omor 11 Tahun 2OO8 tentang
Informasi dan Trarrsaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesie,r Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara I;:epublik Indonesia Tahun aS B);

4. Undang-Undang
Keterbukaan I

Undang-Undang
Pembentukan

Tambahan Lem
Nomor 5679);

7. Peraturan

Peraturan Menter:
2006 tentang
sebagaimana telah
Dalam Negeri
Pengelolaan

14 Tahun 2OO8 tentang
Publik (Lembaran Negara

Republik Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara blik Indonesia Tahun aSa6l;

5. omor t2
turan

Tahun 2011 tentang
Perundang-Undangan

{Lembaran N Republik Indonesia Tahun 2}fi
Nomor 82, T, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor

6. Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
Lembaran Negara
sebagaimana
dengan Undang-U Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Tahun 20 15 Nomor 58,

2014 Nomor 244, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5537)

diubah beberapa kali terakhir,

Negara Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2A72 tentang

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Daerah,
Menteri
tentang

Keuangan
dengan Peraturan

59 Tahun 2AOZ
Daerah;

Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

8.

Nomor 189, Tamlrrahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 1148);

Peraturan Preside:r Nomor 4 Tahun 2O1S tentang
Perubahan Keemp:rt Atas Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah {Lemtrrran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OtS Nomo:' 5);

Peraturan Preside:,: Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksr.naan Undang-Undang Nomor Lz
Tahun 2O11 tc:rrtang Pembentukan peraturan
Perundang-UndanJgrrn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2,:14 Nomor 199);

9.

10.

1 1. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2OL4 tente.ng Pedcrna.rr Pernbentrrkan Unit Layanan
Pengadaan Barant,I/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinr;i dan Kabupaten/Kota;
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Menetapkan : PERATURAN
PEMBENTUKAN
BARANG/JASA

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
BarangfJasa
tentang Unit

Nomor 5 Tahun 2012
Pengadaan;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan
Barang/Jasa
tentang Unit

Nomor 14 Tahun 2A1Z
Pengadaan;

L4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang,/Jasa
tentang Peru

Nomor 5 Tahun 20 15
Kedua Atas Peraturan Kepala

kmbaga Kebij Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah 5 Tahun 2AL2 tentang Unit
Layanan

MEMUTU

KATINGAN
LAYANAN

ERINTAH DI
PEMERINTAH KABUPA KATINGAN.

5. satuan Keda Perangkat Daerah r'ang selanjutnya disingkat sKpD

TENTANG
PENGADAAN

LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAI UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimalcsud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah peny,:lenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRf, menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonc mi seluas-luasnya dengan priniip
Negara Kesatuan Republik Indone i;ia sebagaimana dimaksud dalam
undang-Undang Dasar Negara Reprrblik Indonesia Tahun l94s;

2- Pemerintah Daerah adalah Bupal . dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggaraan Pemerintah Daera.r L;

3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. sekretaris Daerah adalah sekretarir, Daerah Kabupaten Katingan;

adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah yang terdiri dr,.ri Sekretariat Daeratr, Sekritariat
DPRD, Badan Dinas, Inspektoral,, Kantor, Rumah sakit umum
Daerah, Kecamatan, dan
Kabupaten Katingan;

di Lingkungan Pemerintah

6.
7.

Kepala adalah Kepala unit Layanan pengadaan Barang/Jasa;
Pengadaan barang /jasa pemerintali }rang selanjutnya disebut denganpengadaan barang/jasa adarah kegiatan untuk rnernperoleh
barang/jasa oleh kementerian/1r:mbaga/satuan kerja peiangkat
daerah/Institusi lainnya yang pror,;esnya dimulai dari pe.Lncanaan
kebutuhan sampai diselesaikan se rrruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa;

8. Pengguna barang/jasa adalah JPejabat pemegang Kewenangan
Penggunaan Barang dan/atau Jasir Milik Negara/Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Katingan;q- Penggr. na Anggaran yang selanjutn disebut PA adalah Pejabat yang
ditetapkan oleh Bupati yang
anggaran untuk melaksanakan

iliki kewenangan pengguna.an
pokok dan fungsi SOPD yang

dipimpinnya dengan menggunakan /APBD;
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1o. Kuasa Pengguna Anggaran yangr selanjutnya disebut KpA adalah
Pejabat yang ditetapkan oleh Br,rcati aias usul PA, yang memiliki
kewenangan penggunaan anggaral: untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SOPD yang mengguns}ir.ri APBN/APBD sesuai pJti*i*ft".,
oleh PA;

1 1. Pejabat Pembuat Komitmen yanlrl selanjutnya disebut ppK adalahpejabat yang bertanggungiawal, atas pil.k"*na"r, pengadaan
barang/jasa;

12. Unit Layanan Pengadaan Bari ng/Jasa Pemerintah Kabupaten
Katingan, yanq selanjutnya disingi:at ul-p adalah unit yang beriugas
menyelenggarakan seluruh pelaksi,,naan pengadaan barirrg/3""" virgdilaksanakan Pemerintah Kabupatt n Katingan;

13. Kelompok Kerja unit Layanan pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut pokja adala r kelompok kerja yans anggota_
anggotanya merupakan anggota r rnit layanan pengadaan dan 

-dari
Pegawai Negeri Sipil yang memi iki sertifikat keahlian pengadaan
barangljasa pemerintah, yang di rngkat oleh Bupati dengan tugas
secara khusus melaksanakan pemilihan penyedia barang/jisa
pemerintah Kabupaten Katingan;

l4.Layanan pengadaan secara elek:ronik Kabupaten Katingan yang
selanjutnya di singkat LpsE adal fi unit KedL yang dibentuk olehBupati untuk menyelenggarakar r sistem peliyanan pengadaan
barang/jasa secara elektronilr (LPSE) ' dan memfasilitasi
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat I)aerah dan Institusi lainnya kepada
Portal Pengadaan nasional;

15. Penyedia barang/jasa adalah bade n usaha atau orang perseoranganyang menyediakan bara rg/pekerjaan konstruksi/iisa
konsultansi /jasa lainnya;

16. Fakta Integritas adalah surat pe nyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kr lusi, korupsi -dan 

nepotisme (KKN)
dalam pelaksanaan pengadaan banrng/jasa;

17. Barang adalah setiap benda baik ircrwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, r,&og dapat dal'am berbagai berituk
dan uraian, yal{ dapat diperdaga: rrgkan, dipatai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna baranii;;

18. Pekedaan konstruksi adalah _selu,.uh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi lr,angunan atau pembuatan wuJud
fisik iainnya;

19. Jasa Konsultansi adalah jarriL layanan professional yang
membutuhkan keahlian tertentrr 

_rili berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir {lrrainwari);

2o. Jasa lainnya adarah jasa yang m;rmbutuhkan kemampuan tertentuyang mengutamakan keterampilan lskillware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luis di<tlilnia usaha untuk menyelesaikan
suatu perkerjaal atau segala peker j aan dan/atau penyedia jasa selainjasa konsultansi, pelaksanaan pelir:rjaan konsuuksi 6an iengadaanbarang;

21. Sertifikat keahlian pengadaan lr;rrrangfjasa adalah tanda buktipengakuan dari pemerintah atas k:,mpetinsi dan kemampuan profesi
di. bidang pengadaan-barang/jasa p'.*.rintah yang aiperotefr melalui
ujian sertifikasi keahlian pengadaar r barang/j *"* rrJ"iorrrr;

ZZ.Pemitihan penyedia barang/j&sa &lalafr tegatan untuk menetapkanpenyedia barang/jasa yang akart ditunjtrk untuk rnetraksanakan
pekerjaan Pemerintah Ka.bupaten K r finganf

23. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh unit
Layanari Pengadaan / Penjabat yangr memuat informasi dan ketentuanyang harus ditaati sleh para grihak dalam proses pengadaan
barang/jasa;
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24.Pengadaan s€cara elektronik atat:, e-procurement adalah
barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan

Pengadaan
teknologi

ketentuan

melekat
Bupati

PEMBENTUKAN, KEDUD , RUANG LINGKUP,
TUGAS DAN ANGAN

Bagian
Pem

Dalam rangka menjamin

2

Pengadaan barang/jasa yang lebih
terintegritasi atau terpadu sesuai
meningkatkan efesiensi, efektivitas,
akuntabilitas dalam pelaksanaan

tata nilai Pengadaan serta
i, persaingan sehat dan

barang/jasa pemerintah,
dibentuk ULP Pemerintah Kabupaten

Bagian

ULP sebagaimana dimaksud dalam 2, secara administrasi
pada Bagian Layanan Pengadaan
melalui Sekretaris Daerah.

bertanggungiawab kepada

Bagian
Ruang Lingkup, dan Kewenangan

4

Ruang Lingkup ULP mencakup pengadaan barang/jasa
sebagai atau seluruhnyamelalui penyedia barang/jasa yang

bersumber dari Anggaran Pendapa dan Belanja Daerah dan atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja

T\rgas ULP meliputi :

a, mengkaji ulang rencana
PA/KPA/PPK;

Pasal 5

Umum pengadaan barang/jasa bersama

b.
c.

d.

e.

f.
a

h.
i.

menJrusun rencana pemilihan peny :dia barangfiasa;
mengumumkan pelaksanaan penir66i* barang/jasa di website dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan
ke LPSE untuk diumumkan pada P:rrtal pengadaan Nasionai;
menilai kualifikasi penyedia barar.g/jasa melalui Prakualifikasi atau
pascakualilikasi;
melakukan evaluasi administrarri, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
menjawab sanggahan;
menyarnpaikan hasil pemilihan dirn menyerahkan salinan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa ke :,ada pA/ KpA/ ppK;
menyimpan dokumen asli pemiliha:r penyedia barang /jaaa;
mengusulkan perubahan Harga Fr:rkiraan Sendiri, kerangka acnan
kerja/spesifikasi teknis pekerjaar: dan rancangan kontrik kepada
PA/KPA/PPK;
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k.

1.

membuat laporan mengenai
Bupati;
mempertanggungjawaban atas
barang/jasa kepada PA/ KPA;
men3rusun dan melaksanakan
lingkungan ULP;

m. melaksanakan pengadaan
pengadaan secara elektronik di

n. melaksanakan evaluasi terhadap
telah dilaksanakan;

o. mengelola sistem informasi mana
dokumen pengadaan, data
barang/ jasa, daftar hitam

Kewenangan ULP meliputi :

a. menetapkan dokumen pengadaan:
b. menetapkan besaran nominal jarni
c. menetapkan pemenarlg untuk :

1. Pelelangan atau penunjukan
barang/pekerjaan konstruksi/j
tinggi Rp. 1OO.OOO.OOO.OOO.OO,- {

2. Seleksi atau penunjukan
konsultansi yang bernilai
(sepuluh milliard rupiah).

d. mengusulkan penetapan
barang/ pekerjaan konstruksi/jasa
1OO.O0O.0OO.O0O.OO,- (seratus
konsultasi yang bernilai diatas
miliar rupiah) melalui Kepala llLP;

a. Kepala;
b. Sekretariat;

dan hasil pengadaan kepada

kegiatan pengadaan

pengadaan barang/jasa di

dengan menggunakan sistem

pengadaan barang/jasa yang

pengadaan yang
harga, daftar

mencakup
kebutuhan

untuk paket pengadaan
lainnya yang bernilai paling
.tus milliard rupiah); atau
untuk paket pengadaan jasa

tinggi Rp. 10.O0O.0O0.OOO.OO,-

kepada PA/KPA untuk penyedia
lainnya yang bernilai diatas Rp.
iar rupiah) dan penyedia jasa
p. 1O.0OO.0OO.0OO.OO,- {sepuluh

e. mengusulkan kepada PA/KPA € gar penyedia barang/jasa yang
melakukan perbuatan dan tindaka r seperti penipuan pemalsuan dan
pelanggaran lainnya untuk diken,rkan sanksi pencantuman dalam
daftar hitam; dan

f. memberikan sanksi administrasi l,epada penyedia barang/jasa yang
melakukan pelanggaran, perbuatar atau tindakan sebagaimana yang
berlaku dalam Peraturan Presiden ,/ang mengatur tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah beserta pet anjuk teknis lainnya.

BAB ]II
SUSUNAN ORI}ANISASI

Bagran K:::satu
Umurn
Pasal 7

(1) Struktur Organisasi ULP terdiri dar: :

c. Kelompok Kerja;
d. Staf Pendukung.

(2) Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan satu };.,ssatuan dan menjadi bagian tidak
terpisatrkan dari Peraturan Btrpa.ti i:,ri;

(3) Pengisian Jabatan dalam Struktur r)rganisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan kcbutuhan Organisasi.

Pasal 6
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Bagian lFledua
Kepri,ila
PasaL.l 8

{1} Kepala ULP sebagaimana dimaks'rrd pada pasal T ayat {1) huruf a,
secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian pada bagian Layanan
Pengadaaa sekretariat Daerah dan bertanggungjaulab terLadap
pelaksanaan kegiatan teknis dan a,rlministrasi UIF;

(2) Kepala sebagaimana dimaksud par::.a ayat (1), mempunyai tugas pokok
dan kewenangar :

a.
b.
c.

memimpin dan seluruh kegiatan ULP;
menJrusun program kerja dan
mengawasi seluruh kegiatan
melaporkan apabila ada

ggaran ULP;
barang/jasa di ULp dan

penyimpangan;
d. membuat laporan

dan/atau indikasi

pengadaan barang/jasa
atas pelaksanaan kegiatan

Bupati;
dan pembinaan sumber daya

menugaskan I menetapkan / anggota Po$a sesuai
dengan beban kerja masing- pokja ULP;
mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian

pati apabila terbukti melakukananggota pokia ULp kepada
pelanggaran Peraturan -Undangan dan /atau KKN;
men)rusun dan
ULP; dan

strategi pengadaan barang/jasa

mengusulkan staf pendukung sesuai dengan kebutuhan.

Bagian

butuhkan

c. mengkoordinasikan peraksanaarr pemilihan penyedia-tarang/jasa
yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;

e. melaksanakan
manusia ULP;

h.

i.

(1) sekretariat sebagaimana dimaksu l pada pasal z ayat (1] huruf b,dipimpin oleh Kepala sub Bagiair di Bagian Layinan' iengadaan
Sekretariat Daerah .

(2) sekretariat, sebagaimana dimaksu,rl pada ayat (l), mempunyai tugaspokok dan kewenangan :

a. melaksanakan pengelolaan url san keuangan, kepegawaian, tatapersuratan dan pendokument€,,sian, sarana dan prisarana, danrumah tangga;
b. menyiapkan d.okymen penduku*g dan inforrnasi yang dibutr

Kelompok Kerja dalam pelaksan,,,an pengadaan raran!/Jasa;

d. menyediakan dan mengelola
dalam pelaksanaan pengadaan

informasi yang digunakan
Jasa;

e.
f.

mengagendakan dan pengaduan masyarakat;
mengagendakan dan sanggahan yang
disampaikan oleh penyedia

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di ULp,

h. men)rusun prograrn kerja dan arrn. men)rusun prograrn kerja dan arLggaran ULp;
i- menyiapkan surat Kepala uL" tntuk pe'erbitan sppBJ olehPA/IGA; 

ij. membuat laporan secara pefiodik atas hasil pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa yang di$ksanakan oleh ULp;

I
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k.

1.

m.

melakukan koordinasi
Pengadaan Barang/ Jasa secar€:'

mengkoordinasikan tenaga

b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
Kelompok Kerja sebagaimana

menyiapkan Pusat data u

Aar ing/ Jasa terkait SPesifi kasi
mendukung evaluasi dari
,S;

,PSE terkait Pelaksanaan
>nlk {e-proanrementl;
dalam proses Pengadaan

pada Pasal 7 aYat (1) huruf c,

pada ayat (1) memPunYai
pengadaan barang/jasa;

Barang/Jasa; i

rl. menerima dan membantu peny{t"s'iun p.engaduan;dan

o. membantu penyelesaian "'rl**f* 
Dan(lurg'

Bagran KtiemPat
KelomPoki lGrja

Pasal 
l1O

{1} KelomPok Kerja sebagaimana
terdiri dari
a. Ketua;

(2)

t3)

tugas melaksanakan Proses Pemil
Tugas Pokok KelomPok Kerjl ll,e

c.
d.

a. menyusun rencana Pemilihan barang/jasa;
b. menetapkan dokumen

menetapkan besaran nominal m penawaran;
cara pelaksanaan serta lokasimenyusun jadwal dan

pengadaan;
e. mengumumkan rencana selu rrh pengadaan di utebsite portal

pengadaan nasional;
t merrgumumkan pengadaan br;,rrang/jasa dipapan pengumuman

,.*rrii untuk peneraltgan ttmllm serta menyarnpaikal ke LPSE

untuk diumumkan di website 6rrrtal pengadaan nasional;
g. menilai kualilikasi penyediiir melalui pascakualilikasi atau

prakualilikasi;
h. melakukan evaluasi adminisrf:asi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;
i. menjawab sanggahan;
j. menetapkan pemenang untuk :r

1. Pelelangan atau penuqiuka*r langsung untuk paket pengadaan
barang/ pekerjaan konstrull:: li/jasa lainnya yang bernilai paiing
tinggr Rp. 1OO.OO0.OOO.O0Q r,)O,- (seratus milliard rupiah); atau

2. Seleksi atam penunjukan la:r,gsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai pr.ling tinggi Rp. IO.OOO.OOO.OOO.OO,-
(sepuluh milliard rupiah)

k. menyampaikan hasil pemiliha:r.. dan salinan dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa kepada Frl lK;

l. menyimpan dokumen asli pernilihan penyedia barang/jasa;
m. menyampaikan berita acara ha,sil pelelangan kepada PPK melalui

Kepala ULP;
memberi data dan informasii kepada Kepala ULP mengenai
penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti
penipuan, pemalsuan dan pelar:ggaran lainnya; dan
mengusulkan bantuan Tim '],l:knis dan/atau Tim ahli kepada
Kepala ULP;
rnenandatangani Pal<ta Integritlr s pengadaa:e ba.ra.ng/ja,sa.

o.

p-
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(4) Dalam melaksanakan tugasnYa,
ULP mempunyai kewenangan

Pokja dan setiaP Anggota Pokja
sama dalam pengambilan

keputusan yang ditetapkan kan suara terbanyak;

ts)

(6)

Kelompok Kerja sebagaimana pada ayat (1) berasal dari
tenaga ahli yang berstatus APara Sipil Negara (ASN) yang memiliki
keahlian/lmalifikasi Yang diPe dalam pengadaan barangljasa
dan bertanggungiawab terhadaP pengadaan barang/jasa;
Dalam hal pengadaan asa bersifat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus ULP dapat menggunakan tenaga

ahli yang berasal dari ASN atau

Bagian
Staf

Pasal

(1) Staf Pendukung sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
d, berasal dari ASN di lingkungan tah kabupaten Katingan dan
bertugas membantu ULP Kabupaten Katingan.

pada ayat (1) berhak

kemampuan dan dengan
maupun fungsional sesuai

beban kerja.

tugas ULP yang

dan prosedur

(2) Staf Pendukung sebagaimana
mendapatkan jenjang karir st

*ffiffi*
nasatltz

Kepala VLP lAnggota ULP haru, *"*pttuhi persyamtan sebagai berikut :

a. memiliki integritas moral, disiptin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b. memahami pekerjaan yang akan r:liadakan;
c. memahami jenis pekerjaan terte,rttu yang menjadi

bersangkutan;
d. memahami isi dokumen pe.:gadaan/metode

pengadaan;
e. tiaat mempunyai hubungan ikeluarga dengan pejabat yang

mengangkat dan menetapkan se$gai anggota ULP;
f. memiliki sertilikat keahlian pdngadaan barang/jasa pemerintah

sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratlcan;
g. menandatangani fakta integritas. ,

i:

neei v
PELAKS+NAAN

I

Bagian lfesatu
Para Plhak

easali rs

Pihak-pihak yang terlibat dalam n"i*L*.rr**r, pengadaan barangljasa
yang dilaksanakan oleh ULP, meliputi Ia. PA/IfA;
b. PPK;
c. Unit Layanan Pengadaan; dan
d. Penyedia barang/jasa.

jdih.katingankab.go.id



"??#,lli1J"
Pasa, 14

Mekanisme dan prosedur pengadaair barang/iasa melalui ul.p, tetapmengikuti mekanisme dan prosedur yang belpedoman pada peraturan
Perundang-undangan yang mengatu ' tentang- pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

(1) ULP wajib berkoordinasi dan
kerja / SOPD yang akan
dan unit kerja/SOpD terkait lain

(2) ULP wajib berkoordinasi dan kerja dengan LKPP.

Hubungan kerja ULP dengan SOpD
a. menyampaikan laporan periodik perkembangan pelaksanaan

pengadaan;
b. mengadakan konsultasi secara

kebutuhan dalam rangka penye
proses pengadaan barang/jasa;

c. memberikan pedoman dan kepada SOPD dalam pen5rusunan
rencarla pengadaan barang/jasa;

d. melaksanakan pedoman dan I
pengadaan barangljasa yang di Bupati.

Hubungan kerja ULp dengan LKpp
a. penyampaian laporan hasil pengadaan barang/jasa

jalin hubungan keda dengan unit
ntkan barangljasa yang diadakan

periodik atau sesuai dengan
m persoalan yang dihadapi dalam

pengendalian pelaksanaan

, sesuai dengan pedoman yang dite
b. konsultasi sesuai dengan kebu

persoalan yang dihadapi dalam
koordinasi dalam pelaksanaan

oleh LKPP;
, dalam rangka penyelesaian

pengadaan barang/jasa;
; danc.

d. penyampaian masukan untuk
pengadaan barangljasa;

p,:rumusan strategi dan kebijakan

Pasal f8
I

Dalam melaksanakan tuge.s pokok ae{n fungsi Kepara, sekretariat danK.el9mpok Kerja 9LR wajib menerapkarL pri"*Tp tooiaina"i, i"t.sritas dansinkronisasi baik 
-dalam lingkungan I masini-masing *.rp* antaratatuan orgnnisasi Lingkup pernerlntai{ xabup?ten Kaiingan ="rt, dilrrerPemerintah Kabupaten Katingan; 

I

I

Pasal {9
Larangan Bagr ehggot* Unit

Layanan Pengadaari BaranglJasa
i

Anggota ULP dilarang duduk sebagai : 
ia. PPK; 
Ib. Pengelola Keuangan: 
ic. Aparat Pengawas Intern Pernerintahl{anq, terkecuali mer{adi pejabat

Pengadaan/anggota ul,p untuk I 
pengadaan Barangliasa yang

dibutuhken Instansinya 
i
l

Pasal I"7
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Pasal B1
I

Semua biaya yang timbul dalam ran$t<a pembentukan dan pengelolaan

ULp dibebankan fiada Anggaran Pendf,patan dan Belanja Daera]r melalui
Sekretariat paeiah pada Bagran $.f*t .t, Pengadaan Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran berkenaan. 

I

,i
BAB YII

KETENTUAN IPENUTUP
i

rasariez
I

Dengan berlakunya Peraturan Bu$ati ini maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 69 Tahun 2016 tgfttt g Pembentukan Unit l"ayanan
Pengahaaa BaranglJasa Pemerinr$h di Lingkungan _Pemerintah
Kabupaten Katingan {Berita Daerah lKabupaten Katingan Tahun 2016
Nomor 313) dicabut dan dinyatakan ti{ak berlaku.

I

i

Pasail2s
I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetah{ri, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penelrnpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan. i

BAB'/I
TUNJANGAN PROFESI DAN PEMBIAYAAN

ASN yang ditugaskan di ULP berhal;. menerima tunlangan protesr yang

besarnya s""u.i kemampuan keuangarr Pemerintah Kabupaten Katingan;
berhal.;. menerima tunjangan profesi

Ditetapkan di Kasongan
rt i. ( a-:-:-'i.;7. -il .r

GAN,

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal i3 oi"...-"irh,er i'i: " 7

DAERAH KABUPATEN } : \TINGAN,

KABUPATEN KATIN:|AN TAHUN 2017 NOMOR t 7.i:xBERITA DAERAH

jdih.katingankab.go.id



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATIN ;. iAN

NOMOR : 7'1 TAHUN 2017
TANGGAL : ai] Cktcb,=r, i;t'.,i
TENTANG : PEMBENTUKAN ..INIT LAYANAN

BARANG/JASA I'EMERINTAH DI
PEMERINTAH KABU ] }ATEN KATINGAN

PENGADAAN
LINGKUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN /JASA PEMERINTAH

KABUPATEI\
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